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Abstrak: Penelitian ini mengulas peran krusial media pers dalam membentuk dan merefleksikan opini publik pada masa 

liberal dan terpimpin. Pada masa liberal, media pers diakui sebagai penjaga demokrasi, memfasilitasi kebebasan 

berekspresi dan menyediakan platform untuk berbagai sudut pandang. Sebaliknya, pada masa terpimpin, media 

cenderung menjadi alat kontrol narasi dan penyampaian pesan sesuai dengan kebijakan pemerintah. Metode penelitian 

ini mencakup analisis konten media, survei, dan wawancara dengan [spesifikasikan populasi]. Hasil penelitian 

mengungkap perbedaan signifikan dalam peran media pers antara kedua masa tersebut, mempertegas dampaknya 

terhadap dinamika opini publik. Penemuan ini memberikan pemahaman lebih dalam tentang bagaimana media pers 

dapat menjadi refleksi konteks politiknya dengan implikasi yang signifikan bagi pemahaman teoritis dan praktis 

mengenai hubungan antara media dan opini publik. 
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 Abstrak: This research examines the crucial role of the press media in 

shaping and reflecting public opinion in the liberal and guided era. In liberal 

times, the press media was recognized as the guardian of democracy, 

facilitating freedom of expression and providing a platform for various 

points of view. On the other hand, during the leadership period, the media 

tended to be a tool for controlling narratives and conveying messages in 

accordance with government policy. This research method includes media 

content analysis, surveys, and interviews with [specify population]. The 

research results reveal significant differences in the role of the press media 

between the two periods, underscoring their impact on the dynamics of 

public opinion. These findings provide a deeper understanding of how the 

media press can be a reflection of its political context, with significant 

implications for theoretical and practical understanding of the relationship between the media and public opinion. 
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Pendahuluan 

Peran media pers dalam membentuk opini publik menjadi semakin penting dalam era 

globalisasi informasi saat ini. Dengan kemajuan teknologi, media massa tidak hanya 

berfungsi sebagai penyampai berita tetapi juga sebagai penghubung antara individu dan 

dunia luar(Driss, 2019; Krishnamurthy, 2018; Singh, 2020). Oleh karena itu, menganalisis 

peran media pers pada masa liberal dan terpimpin juga dapat memberikan perspektif yang 

berharga terkait dengan evolusi media dalam menghadapi perubahan zaman. 

Dalam sejarah perkembangan masyarakat, peran media pers telah menjadi elemen kritis 

dalam membentuk dan memandu opini publik. Khususnya, pada masa-masa tertentu yang 
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ditandai oleh ideologi liberal dan terpimpin, dinamika peran media pers mengalami 

perubahan yang signifikan. Pada era liberalisme, media pers diharapkan menjadi wadah 

yang memfasilitasi kebebasan berekspresi, pluralisme, dan informasi yang obyektif. Di sisi 

lain, pada masa terpimpin, media sering kali menjadi instrumen untuk menyampaikan 

narasi yang mendukung ideologi pemerintah dan mengarahkan opini publik sesuai dengan 

agenda politik. 

Penting untuk menggali lebih dalam peran media pers dalam konteks masa liberal dan 

terpimpin, karena keduanya mencerminkan paradigma politik yang berbeda. Pada masa 

liberal, kebebasan pers dianggap sebagai pilar utama dalam mewujudkan demokrasi dan 

memberikan ruang bagi beragam suara masyarakat. Di sisi lain, pada masa terpimpin, 

media sering diarahkan untuk menjadi alat propagandis, memainkan peran dalam 

membentuk persepsi publik sesuai dengan pandangan pemerintah yang berkuasa. 

Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menganalisis peran media pers sebagai 

wadah untuk opini publik pada masa liberal dan terpimpin. Dengan memahami dinamika 

ini, kita dapat merinci bagaimana media pers menjadi refleksi dari nilai-nilai dan tujuan 

politik pada setiap periode tersebut. Selain itu, penelitian ini akan melibatkan eksplorasi 

terhadap bagaimana media mempengaruhi persepsi publik, apakah itu dengan 

memberikan informasi yang objektif pada masa liberal atau menjadi saluran untuk 

mendikte opini pada masa terpimpin. Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian ini 

dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang transformasi peran media pers dalam 

konteks politik yang berbeda, sekaligus memberikan pemahaman yang lebih baik tentang 

kompleksitas hubungan antara media dan opini publik. 

 

Metode 

Kajian ini membahas mengenai peran media pers dalam pembentukan opini publik 

dimasa demokrasi liberal dan terpimpin. Mempelajari sejarah Indonesia pada masa 

demokrasi liberal dan terpimpin merupakan sebagain dari rangkaian proses menuju 

terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia seperti saat ini. Menurut prinsip 

penelitian sejarah, ada lima langkah, yaitu pemilihan topik, pengumpulan sumber, 

verifikasi (kritik sejarah, validitas sumber), interpretasi: Analisis dan Sintesis dan 

Penulisan(Kuntowijoyo, 2013). 

Langkah pertama penelitian ini, setelah memilih topik yang akan diteliti, adalah 

pengumpulan sumber primer dan sekunder seperti sumber tertulis. Langkah kedua adalah 

verifikasi informasi. Bahan-bahan tertulis yang disarikan dari berbagai sumber dikaji dan 

dikritisi baik secara internal maupun eksternal untuk memastikan keaslian dan keakuratan 

informasi yang terkandung dalam bahan penelitian tersebut untuk mengetahui fakta-fakta 

pendukung penelitian. Langkah selanjutnya adalah interpretasi. Dalam proses interpretasi, 

fakta-fakta yang diperoleh pengarang diurutkan menurut rangkaian peristiwa, kemudian 

dianalisis hubungan satu fakta dengan fakta lainnya, sehingga menghasilkan rangkaian 

uraian tertulis yang sesuai dengan materi. berperilaku pada tahap akhir, penulisan atau 

historiografi, pengarang menyusun fakta-fakta yang diinterpretasikan menjadi suatu 
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uraian sastra yang ditulis secara ilmiah dan disusun secara kronologis sehingga menjadi 

suatu karya ilmiah yang dapat dijelaskan. 

 

Hasil dan Pembahasan 

Peran Media Pers Pada Masa Liberal 

Kebebasan pers pada masa liberal merujuk pada tingkat kebebasan yang diberikan 

kepada media untuk beroperasi tanpa campur tangan pemerintah atau tekanan eksternal 

yang signifikan. Pada saat itu, Media memiliki hak untuk menyatakan pandangan, ide, dan 

informasi tanpa takut terhadap represi atau hambatan dari pemerintah atau pihak ketiga. 

Ini mencakup hak untuk melibatkan diri dalam diskusi terbuka dan kritis tentang isu-isu 

politik, sosial, dan ekonomi. Pemerintah tidak boleh memberlakukan undang-undang atau 

aturan yang bertentangan dengan kebebasan pers. Tidak ada sensor atau pembatasan 

hukum yang tidak wajar terhadap konten media, kecuali dalam kasus yang memenuhi 

standar hukum tertentu, seperti fitnah, pencemaran nama baik, atau ancaman keamanan 

nasional. Pemerintah juga tidak boleh menggunakan kekuasaannya untuk mengendalikan 

atau memanipulasi media. Kebebasan pers mencakup kemerdekaan dari intervensi 

pemerintah dalam bentuk sensor, penangguhan siaran, atau pembatasan lainnya(Gould, 

2018; Hiscock, 2018; Huang, 2018; Potrafke, 2018; Zhang, 2018). 

Adanya keragaman pemilik media dan berbagai suara yang mencerminkan 

masyarakat. Kepemilikan media yang terkonsentrasi pada kelompok atau individu tertentu 

dapat merugikan kebebasan pers. Oleh karena itu, keberagaman dan diversifikasi 

kepemilikan media diperlukan untuk memastikan representasi yang seimbang dari 

berbagai pandangan. Masyarakat juga tentu memiliki hak untuk mengakses informasi 

tanpa hambatan yang tidak sah. Kebebasan pers pada masa liberal mencakup ketersediaan 

informasi yang terbuka dan transparan, memungkinkan masyarakat untuk membuat 

keputusan yang informasional. Bahkan Jurnalis dan sumber berita dilindungi dari tekanan 

atau tindakan hukum yang dapat membahayakan integritas mereka. Perlindungan 

terhadap sumber dan jurnalis merupakan bagian penting dari menjaga kebebasan pers, 

karena ini memungkinkan pelaporan yang lebih bebas dan terbuka.  

Dalam konteks demokrasi liberal, media pers memiliki dampak yang signifikan pada 

membentuk opini publik. Media berperan sebagai penyedia informasi utama, membentuk 

sikap dan nilai masyarakat, dan memainkan fungsi pengawasan terhadap 

pemerintah(Anom, 2016; Anom & Waluyo, 2016; Cahyani, 2023; Driss, 2019; Ramadlan, 2022; Singh, 2020). 

Melalui liputan luas, media merangsang partisipasi masyarakat dalam proses politik dan 

membantu menciptakan pemahaman bersama (Altiparmakis, 2021; Legg, 2020). Media juga 

dapat menjadi mediator dalam pemecahan konflik dan menyediakan platform untuk 

diskusi terbuka. Sebagai pembuat agenda, media memegang peranan penting dalam 

menentukan isu-isu yang menjadi fokus perbincangan masyarakat (Anom & Waluyo, 2016; 

Cahyani, 2023; Ramadlan, 2022). Dalam menjalankan tugasnya, media diharapkan memberikan 

informasi terbuka dan akurat, mendukung keberagaman opini, dan mempromosikan 
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keterbukaan dan akuntabilitas. Dengan demikian, media pers menjadi elemen kritis dalam 

menjaga kesehatan demokrasi dan partisipasi masyarakat. 

Contoh dampak media pers pada opini pubilk dalam demokrasi liberal seperti 

memberikan liputan seputar pemilu yang luas dan mendalam, memfasilitasi partisipasi 

masyarakat dalam proses demokratis dan membentuk opini mengenai calon dan isu isu 

yang berada di dalam politik. Peran wartawan yang melakukan investigasi mendalam 

seringkali membuka mata masyarakat terhadap kasus korupsi, penyalahgunaan 

kekuasaan, atau isu-isu penting lainnya, memainkan (Ramadlan, 2022; Sholehuddin, 2015; 

Ulwiyah, 2015; Wijaya, 2014)peran dalam menjaga akuntabilitas pemerintah. Selain itu, 

dalam musim pemilu sering kali para calon mendebatkan opininya kepada publik, program 

diskusi dan debat di media memberikan platform untuk presentasi dan evaluasi ide-ide, 

memfasilitasi dialog terbuka, dan membentuk pandangan masyarakat terhadap isu-isu 

kontroversial. Contoh lain diluar politik, media juga berperan dalam pembentukan 

kesadaran publik mengenai isu isu lingkungan, hak asasi manusia, dan kesejahteraan sosial. 

Melalui liputan yang beredar, media dalat memotivasi masyarakat untuk berpartisipasi 

dalam Perubahan Yang Lebih Positif. 

  

Peran Media Pers Pada Masa Demokrasi Terpimpin  

Pada masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia, yang berlangsung antara 1966 hingga 

1998 di bawah pemerintahan Soeharto, keadaan media pers sangat dipengaruhi dan 

dikendalikan oleh pemerintah. Kontrol ini mencakup berbagai aspek, menciptakan 

lingkungan di mana media berfungsi sebagai alat penyebaran pesan pemerintah dan 

pembentukan opini publik sesuai dengan agenda politik. Pemerintah pada masa tersebut 

memiliki kendali yang sangat kuat terhadap isi berita yang diterbitkan oleh media. Sensor 

diterapkan secara ketat, dan konten yang dianggap tidak sesuai dengan naratif pemerintah 

dapat dilarang atau dimodifikasi. Hal ini memastikan bahwa berita yang disampaikan ke 

masyarakat sesuai dengan pandangan dan kebijakan resmi pemerintah. 

Kepemilikan media sangat terpusat di tangan pemerintah atau individu yang 

memiliki hubungan erat dengan pemerintah. Ini memastikan bahwa struktur kepemilikan 

mendukung pandangan pemerintah dan mencegah adanya suara oposisi yang signifikan. 

Selain itu, pemerintah memiliki kendali terhadap pemilihan pemimpin media dan 

wartawan. Pemimpin redaksi yang dipilih sering kali memiliki afiliasi politik yang dekat 

dengan pemerintah, memastikan bahwa kepemimpinan media mendukung agenda 

pemerintah (Baker, 2018; Chatfield, 2019; Hendren, 2020; Labonté, 2018; Owen, 2018; Qian, 

2019; Sinayi, 2018). Wartawan beroperasi dalam lingkungan yang sangat terawasi, di mana 

mereka harus mematuhi pedoman pemberitaan yang ditetapkan oleh pemerintah. 

Melanggar aturan dapat berakibat pada konsekuensi serius seperti pemecatan atau bahkan 

penahanan. Ini menciptakan suasana di mana wartawan merasa terbatas dalam menyajikan 

berita yang kritis atau independen. 

Kebebasan berekspresi dan pluralisme opini sangat terbatas. Media diarahkan untuk 

menyampaikan pesan yang mendukung ideologi dan kebijakan pemerintah(Driss, 2019; 
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Singh, 2020). Opini atau pandangan yang bertentangan dengan pandangan resmi dapat 

diabaikan atau dihadapi dengan tindakan keras. Kebebasan pers sangat terbatas, dan media 

lebih berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan politik dan keamanan nasional daripada 

sebagai penyampaian informasi independen. Pemilik media cenderung berasosiasi dengan 

pemerintah   atau kelompok yang dekat dengan pemerintah. Pemusatan kepemilikan media 

menciptakan ketergantungan dan keterkaitan media pada kepentigan politik tertentu.  

Kebijakan media pers memiliki pengaruh yang sangat kuat terhadap pandangan dan 

pendapat masyarakat. Media, sebagai penyedia informasi utama, bukan hanya 

menyampaikan fakta, tetapi juga membentuk naratif dan pemahaman masyarakat tentang 

isu-isu tertentu. Dalam pengambilan keputusan editorial, pemilihan isu, dan penyajian 

berita, media secara aktif membentuk opini publik (Prastya, 2019). 

Cara suatu berita disajikan oleh media dapat mempengaruhi bagaimana masyarakat 

memandang suatu isu. Misalnya, framing positif atau negatif dalam penyampaian berita 

bisa menciptakan interpretasi yang berbeda. Begitu pula, pemilihan kata dan gambaran 

visual dapat membentuk persepsi masyarakat terhadap tokoh atau kejadian tertentu. Media 

juga memiliki kemampuan untuk menetapkan agenda publik. Dengan menekankan atau 

mengabaikan isu tertentu, media dapat mengarahkan perhatian masyarakat dan 

membentuk fokus diskusi. Isu- isu yang mendapat liputan intensif cenderung menjadi 

perhatian utama publik, sementara isu- isu yang diabaikan oleh media mungkin kurang 

mendapat perhatian.  

Kebijakan media dapat membentuk sikap dan nilai-nilai masyarakat. Penyajian yang 

konsisten tentang suatu isu atau tokoh dapat membentuk pandangan kolektif terhadap hal 

tersebut (Anom & Waluyo, 2016; Cahyani, 2023; Hamad, 2004). Sikap emosional, baik itu ketakutan 

atau simpati, yang mungkin dihasilkan dari liputan media, dapat memengaruhi respons 

dan tindakan masyarakat. Secara lebih luas, media berperan dalam membentuk identitas 

dan nilai-nilai budaya suatu masyarakat. Cerita-cerita yang dipilih dan disajikan oleh media 

dapat mencerminkan budaya, tradisi, dan aspirasi masyarakat, membentuk gambaran diri 

kolektif. 

 

Transformasi Media Dalam Era Globalisasi  

Pada masa liberal, terdapat kebebasan pers yang lebih besar. Media memiliki ruang 

lebih luas untuk menyampaikan informasi tanpa kendali pemerintah yang terlalu ketat. Ini 

memungkinkan munculnya berbagai perspektif dan pandangan dalam media (Anom & 

Waluyo, 2016; Driss, 2019; Prastya, 2019). Media memiliki keberagaman pendapat dan 

memberikan ruang bagi berbagai kelompok masyarakat untuk bersuara. Ini menciptakan 

lingkungan dimana masyarakat dapat terlibat aktif dalam proses pembentukan opini.  

Media memiliki kebebasan untuk melakukan investigasi yang lebih mendalam dan 

menyampaikan kritik terhadap pemerintah atau lembaga lainnya. Wartawan dapat 

mengeksplorasi isu-isu yang sensitif tanpa takut sensor atau represi. Media jug berfungsi 

sebagai pengawas pemerintah yang efektif. Dengan kebebasan yang dimiliki, media dapat 
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mengungkapkan ketidakberesan atau kebijakan yang merugikan masyarakat, memainkan 

peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintah (Anom, 2016; Gedeona, 2008). 

Sedangkan pada masa Demokrasi Terpimpin, terdapat kendali pemerintah yang 

sangat ketat terhadap media. Pemerintah memiliki kontrol penuh terhadap kepemilikan, isi 

berita, dan penyajian informasi. Media berfungsi sebagai alat untuk mendukung naratif 

pemerintah. Terdapat sensor yang ketat terhadap berita dan konten media. Pemerintah 

memiliki wewenang untuk membatasi atau menghentikan penyebaran informasi yang 

dianggap tidak sesuai dengan naratif yang diinginkan oleh pemerintah. Wartawan 

memiliki kebebasan yang sangat terbatas untuk menyampaikan pandangan independen 

atau melakukan penyelidikan yang kritis terhadap pemerintah. Kritik terhadap rezim dapat 

mengakibatkan sensor, pemecatan, atau bahkan penangkapan. 

Baik pada masa liberal maupun terpimpin, media pers tetap berfungsi sebagai wadah 

untuk membentuk dan menyampaikan opini publik. Ini melibatkan penyampaian 

informasi, pembentukan naratif, dan pembentukan sikap masyarakat. Media tetap memiliki 

peran besar dalam membentuk opini publik. Meskipun tingkat kebebasan berbeda, 

pengaruh media dalam membentuk pandangan masyarakat tetap signifikan. 

Sedangkan pada masa Demokrasi Liberal meskipun kendali pemerintah lebih ketat 

pada masa terpimpin, media masih memainkan peran sebagai penyampai pesan dan 

pembentuk opini publik. Namun, dalam konteks ini, peran tersebut lebih terpolarisasi dan 

sesuai dengan naratif resmi. Baik pada masa liberal maupun terpimpin, media digunakan 

sebagai alat untuk menyampaikan pesan pemerintah. Perbedaannya terletak pada tingkat 

kebebasan yang dimiliki media dalam mengekspresikan pandangan independen. 

 

Simpulan 

Peran media pers dalam membentuk opini publik sangat kompleks dan bergantung 

pada berbagai faktor, termasuk konteks politik, budaya, dan regulasi media. Media pers 

memegang peran sentral dalam membentuk opini publik dengan menjadi pengantar 

informasi, pembentuk naratif, dan pemimpin pembicaraan. Kehadirannya sangat 

memengaruhi cara masyarakat memahami isu-isu yang ada di sekitarnya. Kebebasan 

media memainkan peran krusial dalam mendukung demokrasi. Pada masa liberal, 

kebebasan media memberikan kesempatan bagi partisipasi aktif masyarakat dalam 

pembentukan opini dan penyebaran ide-ide beragam. 

Pada masa terpimpin, kontrol pemerintah terhadap media mengarah pada 

pembatasan kebebasan berekspresi dan pluralisme. Hal ini dapat menciptakan media yang 

berfungsi sebagai alat propaganda pemerintah dan mengurangi pluralitas opini. Kebijakan 

media memiliki dampak langsung terhadap opini publik. Kebebasan media dapat 

menciptakan masyarakat yang terinformasi dan terlibat, sementara kendali pemerintah 

dapat menciptakan opini yang terkondisi dan terpolarisasi. 
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Tantangan seperti disinformasi, polarisasi, dan ketidaksetaraan akses informasi 

menekankan perlunya kebijakan media yang bijaksana. Peluang untuk menciptakan media 

yang mendukung pluralisme dan akurasi informasi juga terbuka. Media dapat memainkan 

peran kunci dalam memicu dan merespons perubahan sosial. Penggunaan media yang 

cerdas dan etis dapat memfasilitasi pemahaman dan adaptasi masyarakat terhadap 

dinamika perubahan. Keseluruhan, kebijakan media memainkan peran kritis dalam 

membentuk landasan informasi dan pemahaman masyarakat. Keseimbangan antara 

kebebasan media, kontrol pemerintah yang bijaksana, dan integritas informasi adalah kunci 

untuk mendukung opini publik yang sehat dan demokratis. 
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